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Seiring dengan keadaan perekonomian yang semakin ketat dengan adanya K ebijaksanaan Uang Ketat (Tight
Money Policy) dimanakredit perbankan tidak lagi dapat diperoleh dengan mudah, maka dengan adanya
usaha anjak piutang yang merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan, dapat dijadikan jalan keluar
bagi para pengusaha untuk mengatasi masalah cas flow dan credit department suatu perusahaan dalam
rangka meningkatkan aktivitas produksinya. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden R.1. no 61 tahun
1988 tentang L embaga Pembiayaan dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.1. No 1251/KMK.013/1988
tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pel aksanaan Lembaga Pembiayaan, kegiatan
factoring semakin banyak dilakukan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya bank, lembaga keuangan
bukan bank, dan perusahaan anjak piutang yang memberikan fasilitas jasa anjak piutang. Akan tetapi kedua
ketentuan di atas hanya mengatur mengenai perusahaan anjak piutang, tidak mengatur mengenai syarat-
syarat dan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta hampir tidak mengatur kegiatan perusahaan anjak
piutang. Di dalam K.U.H.Perdata sebenarnya ada pengaturan mengenai perjgjian anjak piutang, akan tetapi
perjanjian anjak piutang dalam K.U.H.Perdata berbeda dengan perjanjian factoring. Oleh karenaitu, dasar
hukum perjanjian factoring adalah asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1
K.U.H.Perdata. Sebagai konsekwensinya, dalam praktek timbul bermacam-macam jenis perjanjian
factoring, karena apapun boleh diperjanjikan asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan
kesusilaan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan usaha anjak piutang tidak terlepas dari masalah-masalah yang
timbul. Permasalahan yang timbul ini berdampak terhadap upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi
hambatan-hambatan tersebut. Dalam skripsi ini akan dikemukakan empat upaya yang dapat dilakukan oleh
perusahaan anjak piutang (factor) dalam menghadapi piutang yang tidak tertagih. Salah satu diantaranya
adalah penyelesaian suatu sengketa melalui musyawarah atau perdamaian yang dilakukan oleh perusahaan
anjak piutang dengan kesepakatan para pihak. Keadaan seperti ini menimbulkan pertanyaan sampai sejauh
mana kepastian hukum penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan tersebut, sehingga mempunyai
kekuatan mengikat para pihak untuk mentaatinya. Upaya hukum perusahaan anjak piutang melalui gugatan
perdata yang diajukan ke pengadilan negeri memberikan kel ebihan-kelebihan dibandingkan melalui
musyawarah atau perdamaian, karena keputusan hakim lebih mempunyai kekuatan mengikat dan kepastian
hukum bagi para pihak untuk mentaatinya. Dan untuk memajukan perusahaan anjak piutang di Indonesia,
juga untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang , kiranya masih diperlukan
seperangkat peraturan yang secara khusus mengatur kegiatan anjak piutang tersebut.
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